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Kekosongan komisioner di lembaga KIP Aceh Timur  menyebabkan
tahapan pilkada Aceh Timur  diambilalih  oleh KIP Aceh sebagai lembaga 
setingkat  di atas KIP Aceh Timur.  pengambilalihan tahapan pilkada ini mendapat 
banyak  kritikan dari berbagai kalangan yang menilai keputusan KIP Aceh   tidak 
sesuai dengan qanun dan  akan berdampak kepada efektivitas dalam 
meyelenggarakan tahapan pilkada Aceh Timur.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah kebijakan KIP Aceh 
dalam  mengambilalih tahapan pilkada Aceh Timur  sudah tepat,  serta dampak 
pengambilalihan tahapan pilkada Aceh Timur oleh KIP Aceh terhadap tahapan 
pilkada di Aceh Timur.
Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian 
lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara 
informan, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca 
buku, skripsi, jurnal, peraturan perundang-undangan dan bahan bahan lain yang 
berkaitan dengan penelitian ini.
Hasil penelitian  ini menunjukan Kebijakan KIP Aceh dalam 
Pengambilalihan  Tahapan pilkada Aceh Timur tidak  tepat.  Dampak dari 
pengambilalihan tahapan pilkada Aceh Timur oleh KIP Aceh yaitu : kurang 
efektifnya KIP Aceh dalam menyelenggarakan tahapan pilkada di Aceh Timur,
karena disebabkan jarak yang terlalu jauh antara kantor domisili KIP Aceh yang 
terletak di Banda Aceh dengan kabupaten Aceh Timur  dan rawan akan gugatan 
terhadap pelaksanaan tahapan pilkadanya.
Diharapkan Qanun nomor 7 tahun 2007 dapat diamandemenkan,
dikarenakan  masih kurang dalam mengatur yang dimaksud dengan kekosongan 
komisioner, agar kasus yang serupa tidak terulang kembali.
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